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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pengaturan Hak Retensi Advokat Atas Dokumen Milik Klien
Dalam Penyedia Jasa Hukum (Kajian Perbandingan) Menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan Kode Etik Profesi Advokat. Adapun rumusan masalah yang
dibahas pada skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana bentuk pengaturan hak retensi advokat
atas dokumen milik klien yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dan Kode Etik Profesi Advokat? 2. Bagaimana perbandingan pengaturan hak retensi
advokat dalam penyedia jasa hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dan Kode Etik Profesi Advokat? 3. Bagaimana pelaksanaan hak retensi oleh advokat
terhadap dokumen klien dalam menyediakan jasa hukum?. Penelitian ini merupakan
penelitian normatif yang didukung data empiris dengan menggunakan pendakatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bentuk pengaturan dan perbandingan pengaturan hak
retensi advokat dalam penyedia jasa hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan Kode Etik Profesi Advokat. Hak retensi tentang advokat umumnya diatur
delam Pasal 1812 dalam Buku IHI Tentang Perikatan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Hak retensi ini dilakukan untuk menahan apa yang menjadi milik
si pemberi kuasa yang diakibatkan oleh pemberi kuasa belum memenuhi
kewajibannya dengan membayar hak penerima kuasa yang lahir karena adanya
pemberian kuasa. Penerima kuasa dalam hal ini adalah advokat.

Kata Kunci : Advokat, Hak Retensi, Kode Etik Profesi Advokat.

Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,

NIK. 1671101010800010

! Dipindai dengan |
i & CamScanner’;


https://v3.camscanner.com/user/download

BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Indonesia

adalah negara hukum™

. Sebagai negara hukum tentunya memiliki prinsip hukum.
Prinsip hukum berupa adanya supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di
hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara
yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).?

Salah satu prinsip yang penting dijalankan adalah equality before the law atau
kesetaraan di hadapan hukum. Prinsip tersebut bermakna bahwa setiap orang
berhak mendapat pengakuan, perlindungan, jaminan, serta kepastian hukum yang
sama. Usaha pelaksanaan prinsip negara hukum tersebut selalu berkaitan dengan
kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bebas, mandiri, dan
bertanggungjawab. Hal ini sangat berkaitan dengan profesi advokat dimana
profesi ini tidak lepas dari adanya permasalahan hukum.

Sesuai praktiknya, profesi ini sering berhadapan dengan masyarakat yang
mempunyai permasalahan hukum. Profesi ini sering digunakan dalam usaha untuk

mewujudkan keadilan yang sama di mata hukum dengan menempuh jalur litigasi

maupun non litigasi (diluar peradilan). Advokat memberikan jasanya untuk

! Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2 Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat”, VVolume 5,
Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 2012. him. 148. (Diakses pada 30 Agustus 2023, pukul 20.00
WIB)
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kepentingan hukum yang diperlukan oleh masyarakat yang menuntut hak-hak
fundamental di hadapan hukum.

Advokat merupakan suatu profesi yang dijalankan seseorang dalam
memberikan jasa bantuan hukum Kkepada masyarakat yang mengalami
permasalahan hukum. Advokat merupakan unsur penting dalam menegakkan
hukum di lembaga peradilan maupun instansi hukum lainnya seperti Kejaksaan
dan Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, bahwa Advokat adalah orang yang
berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang
memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Advokat mempunyai peranan penting dalam lembaga peradilan sebagai
pembela masyarakat yang mengalami permasalahan hukum dan sedang mencari
keadilan. Hal tersebut dapat dilihat pada saat sidang di pengadilan dilakukan.
Advokat dan kliennya tidak serta merta selalu menempuh jalur hukum. Adapun
jalur hukum yang dapat dilakukan adalah dengan cara mediasi yang bertujuan
agar dapat menemukan titik penyelesaian yang seadil-adilnya bagi kedua pihak.

Advokat berhubungan langsung dengan klien. Klien merupakan sebutan bagi
seseorang atau pihak yang sedang mengalami permasalahan hukum dan
membutuhkan suatu jasa hukum yang diberikan oleh advokat.

Terjadinya hubungan antara advokat dan klien dimulai pada saat klien datang
dan berkonsultasi mengenai permasalahan hukum yang dimiliki. Apabila telah
melakukan konsultasi, kemudian advokat mengerti dan mau memberikan atas jasa

hukumnya maka dapat dibuat kesepakatan. Kesepakatan tersebut dapat berupa



kontrak batas waktu atas jasa yang diberikan oleh advokat maupun besaran
honorarium atau fee yang diterima oleh advokat karena telah meberikan jasa
bantuan hukum tersebut.

Hubungan yang terjalin antara advokat dan klien jika dilihat dari aspek
hukum merupakan hubungan antara subjek hukum dan subjek hukum (hubungan
hukum). Hubungan tersebut diatur dalam kaidah-kaidah perdata dimana
kaidah-kaidah hukum perdata tersebut mengatur pedoman bagaimana para pihak
dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hubungan yang terjalin antara
advokat dan klien tersebut, terdapat hak dan kewajiban yang timbal balik dan
dipertanggungjawabkan, dimana hak advokat menjadi kewajiban klien dan hak
klien menjadi kewajiban advokat.®

Bicara mengenai hubungan yang terjalin antara advokat dan klien bisa terjadi
karena adanya keterikatan kontrak. Kontrak atau perjanjian yang dibuat juga
terjadi akibat adanya kata sepakat antara kedua pihak. Pembuatan perjanjian atau
kontrak ini berisi mengenai ketentuan serta pemenuhan hak dan kewajiban para
pihak dengan syarat tidak melanggar undang-undang, kepatutan, kepantasan, dan
kesusilaan. Karena perjanjian atau kontrak ini merupakan sebuah perbuatan
hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat
sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Sesuai Pasal 1320 KUHPerdata tersebut dijelaskan bahwa, suatu perjanjian sah
apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

3. Muhammad Nadzib Asrori, “Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum
Kepada Klien”, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018) him. 1.



2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dilihat bahwa kata sepakat merupakan
syarat dasar yang membentuk suatu perikatan. Perikatan tersebut sudah terlaksana
apabila kata sepakat antara kedua pihak sudah tercapai. Apabila telah mencapai
kata sepakat, advokat dan klien melaksanakan kewajibannya. Advokat
menjalankan kewajibannya apabila klien telah memberi kuasa terhadap advokat
guna menjalankan tindakan hukum yang di perlukan. Kuasa yang diterima oleh
advokat dapat berbentuk surat kuasa secara tertulis. Menjalankan kuasa yang
diberikan oleh klien sebagai kuasa hukum merupakan salah satu bentuk jasa
hukum.

Jasa hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang
Advokat, * “Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan
konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi,
membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”.
Selain jasa hukum terdapat pula jasa bantuan hukum yang diberikan oleh seorang
advokat. Bantuan hukum dalam pengaturannya di Indonesia, diatur pada Pasal 1
ayat (9) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bahwa, “Bantuan Hukum
adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien
yang tidak mampu”. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat

perbedaan mengenai jasa hukum dan bantuan hukum.

* Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.



Perbedaan tersebut dapat dilihat sesuai dengan implementasi atau
pelaksanaannya yang mana ketika klien menggunakan jasa hukum, maka klien
dan advokat yang memberikan jasa hukum akan menyepakati bersama mengenai
honorarium atau bayaran yang diterima ketika menjalankan kewajiban advokat.
Sedangkan ketika advokat memberikan bantuan hukum kepada kliennya, maka
advokat akan membantu secara cuma-cuma tanpa adanya paksaan dalam hal
mengenai pembayaran atau besarnya honorarium yang akan diterima advokat.

Seorang advokat dalam melaksanakan perkerjaannya harus mempunyai surat
kuasa dikarenakan fungsi surat kuasa adalah untuk sebagai bukti advokat
diberikan kuasa mewakli kepentingan hukum dan hak pemberi kuasa (klien).
Surat kuasa biasanya diberikan dalam bentuk kontrak antara pihak pemberi kuasa
(klien) kepada penerima kuasa (advokat). Surat kuasalah yang menentukan hal
apa saja yang menjadi tanggung jawab advokat dalam mewakili kepentingan
kliennya serta sejauh mana ruang lingkup batas wewenang advokat dalam
melakukan tanggung jawabnya.”

Surat kuasa yang diterima oleh advokat dapat berisi mengenai
batasan-batasan yang dapat dilakukan oleh advokat. Klien harus memberikan
segala informasi yang baik dan benar terkait dengan permasalahan hukum yang
akan diselesaikan baik dengan jalur litigasi maupun non litigasi. Klien diharapkan

memberikan informasi yang jujur dan apa adanya yang dapat mempermudah

> Leonardus Putra Karo-Karo, “Batas Wewenang Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa
Perdata Secara Perdamaian Di Pengadilan Berdasarkan Surat Kuasa”, Jurnal llmiah, Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, 2015. him. 2 (Diakses pada tanggal 1 September 2023, pukul 19.47 WIB)



proses hukum yang akan dilaksanakan dan diselesaikan dengan upaya yang
maksimal.

Pada saat menjalankan kuasa yang telah diberikan oleh klien, terdapat hak
yang didapat oleh seorang advokat. Hak yang berhak didapat seorang advokat
adalah honorarium. Jika menentukan honorarium, tentunya tidak boleh
memberatkan klien. Berdasarkan pengaturan dalam Kode Etik Profesi Advokat,
honorarium diatur dalam Pasal 1 huruf f, bahwa “Honorarium adalah pembayaran
kepada Advokat sebagai imbalan jasa Advokat berdasarkan kesepakatan dan atau
perjanjian dengan kliennya”. Pada Pasal 4 huruf d, tercantum jika “Dalam
menentukan besarnya honorarium  Advokat wajib mempertimbangkan

2

kemampuan klien.” Apabila advokat dan klien telah menyepakati besaran
honorarium yang akan diberikan dan advokat telah menjalankan kewajibannya,
maka klien harus memenuhi kewajibannya untuk membayar honorarium tersebut.

Honorarium yang diterima oleh seorang advokat atas jasa hukum yang telah
diberikan biasanya akan disepakati bersama. Honorarium atau fee yang diterima
oleh advokat biasanya mencakup biaya-biaya lain. Fee yang diterima oleh seorang
advokat mencakup biaya-biaya lainnya yang diperlukan dalam menyelesaikan
permasalahan hukum. Biaya-biaya tersebut dapat mencakup biaya konsumsi,
biaya transportasi dan akomodasi apabila perjalanan yang ditempuh memerlukan
waktu dan biaya yang tidak sedikit. Fee tersebut dibayarkan atau diberikan oleh
klien sesuai dengan kesepakatan bersama dan kebutuhan yang sesuai.

Besaran honorarium yang diterima oleh advokat dalam membela kliennya,

ditegaskan pada Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang



menjelaskan bahwa besaran honorarium advokat harus merupakan persetujuan
antara kedua pihak dan tetap batas wajar. Ketentuan fee ini tidak ada aturan pasti,
karena hal itu dalam kode etik merupakan bukan tujuan utama dari praktek profesi
hukum. Seorang pengacara dapat menentukan honorarium atau fee atas jasa
hukumnya masing-masing sesuai dengan bobot profesionalismenya dan kelayakan
serta kepuasan dari klien.®

Secara garis besar hal-hal yang menentukan besaran 1 atau honorarium yang
diterima oleh advokat terdapat pada 4 (empat) indikator. 4 (empat) indikator
tersebut salah satunya adalah senioritas advokat. Senioritas yang dimiliki seorang
advokat dapat terlihat dari seberapa lama seorang advokat dalam menjalankan
profesinya dan sudah berapa banyak advokat telah menghadapi dan
menyelesaikan permasalahan hukum kliennya.

Indikator selanjutnya ada pada tingkat kesulitan suatu perkara yang dihadapi.
Selanjutnya. Indikator yang ketiga bahwa besaran honorarium yang diterima
seorang advokat harus dilihat pula daerah dan wilayah suatu permasalahan
hukum atau perkara yang ditangani, karena biaya yang diperlukan lebih besar
apalagi jika berperkara pada tingkat I, daripada tingkat Banding dan Kasasi.
Apabila berperkara pada tingkat 1, maka diperlukan biaya lebih guna
memperlancar jalannya penyelesaian perkara pada tingkat | tersebut.

Secara umum, biaya berpekara di tingkat | atau Pengadilan bermacam-macam
tergantung jenis gugatan yang diajukan atau di daftarkan, tetapi adapun biaya

yang biasanya dibebankan pada saat akan berperkara di tingkat | atau Pengadilan

® Artidjo Alkostar, “Peran dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi” , (Yogyakarta:
FH UlI Press, 2010) him. 97.



berupa biaya pendaftaran, biaya proses, biaya panggilan, PNBP Panggilan
Pertama, biaya pemberitahuan putusan, PNBP Redaksi dan materai. Biaya
tersebut dibebankan pada pihak penggugat atau tergugat yang diwakilkan oleh
advokat dalam berperkara di tingkat I. Indikator terakhir yang dapat menentukan
besaran honorarium seorang advokat adalah nilai objek sengketa yang
diperkarakan.

Selama implementasinya, tidak jarang terjadi peristiwa dimana seorang klien
belum bisa memenuhi hak advokat yaitu membayar honorarium. Honorarium
tersebut, bisa dibayarkan dengan cara dicicil sesuai kesepakatan diawal, tetapi jika
seorang Kklien tidak menepati kesepakatan tersebut, maka advokat dapat
melaksanakan hak retensi. Hak retensi ini merupakan salah satu hak yang dapat
dilaksanakan oleh seorang advokat dalam menjalankan kuasanya.

Hak retensi adalah hak yang diberikan kepada kreditur tertentu, untuk
menahan benda debitur, sampai tagihan yang berhubungan dengan benda tersebut
dilunasi.” Hak retensi menahan tersebut dimaksudkan untuk memberikan tekanan
kepada debitur agar segera melunasi hutangnya. Kreditur dengan hak retensi
sangat diuntungkan dalam penagihan piutangnya. Hak untuk mengadakan
kompensasi dan retensi memberikan kepada kreditur; suatu kedudukan yang lebih
baik daripada kreditur-kreditur lain.

Hak retensi dalam pengaturannya di Indonesia, diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun pasal yang mengatur hak retensi dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 575 ayat (2) , pasal 1364 ayat

7 J. Satrio, “Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan”, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2002) him. 20.



(2), pasal 1576, pasal 1616, pasal 1729, dan pasal 1812 KUHPerdata. Pada pasal
575 Ayat (2) KUHPerdata menjelaskan bahwa:

“Selanjutnya, ia berhak menuntut kembali segala biaya yang telah harus
dikeluarkannya guna menyelamatkan dan memperbaiki keadaan kebendaan itu,
sedangkan berhaklah pula ia akhirnya, sebelum ia mendapat pergantian buat
biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran tersebut dalam pasal ini, tetap
menguasai kebendaan yang diminta kembali itu.”

Gambaran besar dari pasal tersebut yaitu, bahwa hak retensi dapat digunakan
selama kreditur menuntut segala biaya yang telah dikeluarkan untuk memperbaiki
keadaan benda tersebut, selagi debitur belum memenuhi biaya penggantian yang
dikeluarkan oleh debitur.

Sesuai Pasal 1812 dalam Buku Ill Tentang Perikatan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, hak retensi yang dijelaskan dalam isi pasal tersebut berkaitan
dengan profesi advokat. Isi dari pasal tersebut yaitu, “Penerima kuasa berhak
untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga
kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian
kuasa.” Berdasarkan pasal tersebut, penerima kuasa merupakan seseorang yang
diberikan kuasa oleh klien atau si pemberi kuasa, sedangkan pemberi kuasa adalah
klien. Makna dari pasal tersebut, hak retensi ini dilakukan untuk menahan apa
yang menjadi milik si pemberi kuasa yang diakibatkan oleh pemberi kuasa
belummemenuhi kewajibannya dengan membayar hak penerima kuasa yang lahir
karena adanya pemberian kuasa. Penerima kuasa dalam hal ini adalah advokat.
Biasanya, advokat dalam melaksanakan hak retensi ini memasukkan terlebih
dahulu ke dalam surat kuasa khusus yang dibuat oleh advokat bersama kliennya

atau si pemberi kuasa yang dimaksudkan untuk menahan dokumen-dokumen yang



10

diberikan Kklien atau si pemberi kuasa kepada advokat selaku penerima kuasa
terkait dengan pengurusan atau pelaksanaakn penyelesaian kasus sebagai akibat
dari belum dibayar atau tidak dibayar jasa advokat yang telah diperjanjika atau
disepakati.

Pelaksanaan hak retensi atas menahan dokumen milik Kklien tentunya juga
diatur dalam kode etik profesi advokat. Diatur dalam Kode Etik Profesi Advokat
dalam BAB Ill Tentang Hubungan Dengan Klien Pasal 4 huruf k bahwa, “Hak
retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan
kerugian kepentingan klien.” Sesuai isi dari pasal tersebut, menegaskan jika hak
retensi dapat dilaksanakan selagi tidak merugikan klien dengan tidak melakukan
hal-hal yang beresiko.

Sebagai pedoman dalam pengimplementasiannya, Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan Kode Etik Profesi Advokat merupakan suatu elemen yang
berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata atau biasa disebut KUHPerdata merupakan ketentuan yang mengatur
hak-hak dan kepentingan individu dalam masyarakat. KUHPerdata merupakan
pedoman dalam berkelakuan individu atau bersifat privat. Sedangkan, kode etik
profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi,
yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana
seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata
masyarakat.® Maka dapat dilihat jelas perbedaan diantara keduanya vaitu

KUHPerdata mengatur hak-hak individu yang bersifat privat dan Kode Etik

8 Muhammad Abdulkadir, “Etika Profesi Hukum”, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)
him. 77.
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Profesi Advokat sebagai etika moral profesi yang harus dijalankan dan berlaku
pada lembaga profesi advokat.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan diatas, terdapat adanya
perbedaan-perbedaan yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti dan
membandingkan peraturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan Kode Etik Profesi Advokat. Maka dari itu, penulis memberikan judul
pada penelitian ini yaitu, “Pengaturan Hak Retensi Atas Dokumen Milik Klien
dalam Penyedia Jasa Hukum (Kajian Perbandingan) Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata dan Kode Etik Profesi Advokat.”

B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari penulisan karya ilmiah ini, yaitu:
1. Bagaimana bentuk pengaturan hak retensi advokat atas dokumen milik
klien yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kode
Etik Profesi Advokat?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan hak retensi advokat dalam penyedia
jasa hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kode
Etik Profesi Advokat?
3. Bagaimana pelaksanaan hak retensi oleh advokat terhadap dokumen klien
dalam menyediakan jasa hukum?
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian, yaitu:
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1. Untuk mengetahui pengaturan hak retensi advokat atas dokumen milik
klien yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kode
etik profesi advokat.

2. Untuk mengetahui bentuk perbandingan terhadap pengaturan hak retensi
advokat atas dokumen milik klien dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan Kode Etik Profesi Advokat.

3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengaturan hak retensi oleh

advokat terhadap dokumen klien dalam menyediakan jasa hukum.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis
maupun manfaat praktis, yaitu:
A. Manfaat Teoritis
1. Hasil penelitian dapat memperluas wawasan bagi mahasiswa hukum
dan praktisi hukum terkait dengan hak retensi advokat.
2. Dapat menjadi bahan referensi penelitian atau penulisan karya ilmiah

lainnya.

B. Manfaat Praktis
1. Untuk menambah wawasan mengenai pengaturan hak retensi advokat
atas dokumen milik klien yang telah diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan Kode Etik Profesi Advokat.
2. Hasil penelitian dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan
kepada penulis atau peneliti yang akan meneliti permasalahan hukum

yang terkait.
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E. Ruang Lingkup

Agar penulisan karya ilmiah ini tidak keluar dari topik yang menyimpang,
maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini pada pengaturan hak
retensi advokat terhadap dokumen milik klien dalam penyedia jasa hukum
yang kemudian dilakukan perbandingan terhadap Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan Kode Etik Profesi Advokat serta mengetahui bagaimana

pelaksanaan hak retensi oleh advokat dalam menahan dokumen milik Klien.

F. Kerangka Teori
1. Teori Perjanjian

Perjanjian dalam pengertiannya menurut Sudikno Mertokusumo
bahwa,® “Perjanjian adalah hubungan hukum antara 2 (dua) pihak atau
lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 2 (dua)
pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan
kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan.”
Pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh Herlien Budiono yang mana,
perjanjian bukan hanya sekedar persetujuan antara dua pihak atau lebih
tetapi juga merupakan suatu tindakan hukum yang mengikat bagi 2 pihak
atau lebih tersebut dengan cara timbal balik, yang bentuknya harus
memperhatikan ketentuan dari undang-undang yang dapat menimbulkan

akibat hukum bagi setiap pihak yang membentuk atau membuatnya.

° Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum: Suatu Pengantar”, (Yogyakarta: Liberty, 2003)
him.97.
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Sebagaimana terlaksananya suatu perjanjian, terdapat syarat sahnya
suatu perjanjian yang menjadi patokan penting dalam pelaksanaannya.
Hal ini menjadi dasar yang fundamental dalam melakukan suatu
perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata, telah diatur beberapa syarat
yang harus dipenuhi. Perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi
syarat sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.;

Dalam pasal tersebut, syarat (1) dan (2) dpat disebut sebagai syarat
subjektif karena syarat-syarat tersebut berkaitan dengan individu atau
subjek yang melakukan suatu perjanjian tersebut. Kemudian, pada syarat
(3) dan (4) dapat disebut sebagai syarat objektif karena berkaitan dengan
perjanjian yang dibuat itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang
akan dilaksanakan.

Dalam perjanjian terdapat subjek dan objek perjanjian. Subjek
perjanjian terdapat menjadi 2 (dua) macam subjek yaitu, manusia atau
badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban tersebut.
Sedangkan objek perjanjian kebalikan dari subjek perjanjian. Subjek
perjanjian dapat didefinisikan sebagai hal yang diperlukan oleh subjek itu
berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan

membentuk suatu perjanjian.



15

Sebagaimana diketahui, perjanjian terjadi apabila adanya kesepakatan.
Keterikan perjanjian dasarnya adalah adanya pernyatan kehendak yang
mana memiliki dua unsur yaitu kehendak dan pernyataan. Apabila
kehendak dinyatakan dengan baik dan benar maka pernyataannya akan
sesuai dan sama dengan kehendaknya, dan secara umum apabila
pernyataan memang sesuai dan sama dengan kehendak. Namun, tidak
menutup kemungkinan juga terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan
dengan kehendak. Sehingga lahir teori-teori yang bertujuan menganalisis
adanya kesepakatan yang berdasarkan pada kehendak ataupun pernyataan.
Adapun teori-teori tersebut, yaitu:

1) Teori Kehendak (wilsleer;wilstheorie)

Adanya teori ini, menunjukkan bahwa keterikatan antar para
pihak baru ada jika dan sejauh pernyataan berdasarkan pada putusan
kehendak yang sungguh-sungguh sesuai dengan itu. Kehendak yang
berasal dari para pihak berperan penting pada teori ini. Teori ini pada
prinsipnya, suatu persetujuan yang tidak didasarkan atas suatu
kehendak yang benar adalah tidak sah. Dengan demikian, teori ini
menimbulkan akibat yang berkonsekuensi:°

a. Apabila orang atau individu memberikan suatu pernyataan

yang tidak sesuai dengan kehendaknya, maka pernyataan

tersebut tidak mengikat dirinya.

9 Agus Yudha Hernoko, “Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak
Komersial)”, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2010) him.165
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b. Perjanjian tidak muncul atas dasar pernyataan yang tak
dikehendaki. Agar pernyataan mengikat, ia harus didasarkan
atas kehendak.

2) Teori Pernyataan (verklaringsleer;verklaringstheorie)

Menurut teori ini, yang menjadi patokan adalah apa yang dapat
dinyatakan seseorang. Apabila pernyataan dua orang sudah saling
bertemu, maka perjanjian sudah terjadi dan karenanya mengikat para
pihak.'!

3) Teori Kepercayaan (vetrouwnesleer;vertouwenstheorie)

Teori ini muncul bertujuan untuk mengatasi kekurangan dari 2
(dua) teori sebelumnya. Pernyataan dari seseorang menimbulkan
kepercayaan bahwa hal itu sesuai dengan kehendak, dengan demikian
suatu sepakat terjadi apabila pernyataan kedua belah pihak saling
membangkitkan kepercayaan, bahwa antara mereka telah terjadi
sepakat yang sesuai dengan kehendak para pihak, dan yang menjadi
patokan adalah kepercayaan yang dibangkitkan karena pernyataan
pihak lainnya.*?

Teori perjanjian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini,
digunakan terkait adanya hubungan antara advokat dan klien yang

mencapai kesepakatan merupakan suatu bentuk perjanjian.

). Satrio, “Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)”, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 1992) him.146
2 Ibid, him. 152
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2. Teori Hak Jaminan

Jaminan merupakan harta yang dijadikan sebagai agunan untuk
pembayaran atau dalam melakukan pemenuhan kesanggupan atas suatu
kewajiban.** Dalam perkembangannya, hak-hak jaminan sangat berkaitan
dengan pelaksanaan eksekusi. Hak-hak eksekusi ini diatur dalam Hukum
Acara Perdata yang membuat hak-hak jaminan tidak dapat dipisahkan
dari pembicaraan Hukum Acara Perdata. Secara umum, hak jaminan
mempunyai ciri bahwa selain bersifat lebih memberikan jaminan atas
pemenuhan suatu piutang, sebagian juga memberikan hak untuk
didahulukan dalam mengambil pelunasan.

Jika dicermati lebih dalam, dapat dikatakan bahwa sebagian dari
hak-hak jaminan adalah hak kebendaan, tetapi hak-hak jaminan yang
dimaksud berbeda dengan hak kebendaan yang meliputi hak milik, hak
opstal, dan lainnya yang memiliki sifat memberikan hak untuk dinikmati
(genotsrechten), yaitu bersifat memberikam jaminan, dan karenanya
disebut zekerheidsrechten yang memberikan rasa terjamin dan aman.'*
Oleh karenanya, hak jaminan memberikan 2 (dua) keuntungan, yaitu:

1) Jaminan yang lebih baik atas pemenuhan tagihan kreditur dan/atau
2) Hak untuk lebih didahulukan di dalam mengambil pelunasan atas

hasil penjualan barang-barang debitur.

3 Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., “Kamus Hukum Lengkap
(Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru”, Cetakan Pertama, (Jakarta:
Visimedia, 2012) him. 143.

7. Satrio, S.H. “Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan”. (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2002) him. 16.
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Teori ini digunakan karena hak retensi merupakan bagian dari hak
jaminan yang membantu penulis dalam mengembangkan analisis terhadap

hak retensi advokat atas dokumen milik klien.

G. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam mencari
kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang
membentuk rumusan masalah sehingga menciptakan hipotesis awal, dengan
dibantu dengan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian dapat diolah
dan dianalisis yang pada akhirnya membentuk suatu kesimpulan.*®
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah
penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Metode
penelitian yang digunakan ini menggunakan studi kasus hukum hukum
normatif-empiris sebagai produk hukum. Pokok kajiannya berupa
pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak
secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.®

2. Pendekatan Penelitian
1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)
Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan

menelaah semua undang-undang terkait dengan isu hukum yang

' Syafrida Hafni Sahir, “Metodologi Penelitian”, (Medan: Penerbit KBM Indonesia,
2021). him.1.
' Muhammad Abdulkadir, Ibid, him. 52.
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sedang ditanganai.!” pendekatan ini merupakan pendekatan yang
dilakukan dengan meneliti, mencermati, menelaah berbagai aturan
hukum atau semua permasalahn hukum berhubungan dengan aturan

undang-undang itu yang sedang diteliti.'®

2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber
hukum, fungsi hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari
penadangan-pandangandan doktrin-doktrin yang berkembang di
dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab
pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam
ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi
hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang diahadapi. Pandangan
doktrin ~ akan  memperjelas  ide-ide dengan  memberikan
pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum

yang relevan dengan permasalahan.

3) Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)
Pendekatan perbandingan terbagi menjadi dua yaitu
“macro-comparative  law” dan  “micro-comparative  law”.
Perbandingan hukum makro berfokus pada masalah atau tema besar

seperti sistematika, penggolongan, serta Kklasifikasi sistem hukum.

Y Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum (edisi Revisi)”, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2013) him.133.

8 Amiruddin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta; PT. Raja
Grafindo Persada, 2018) him. 164.
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Sedangkan perbandingan hukum mikro berkaitan dengan
aturan-aturan hukum, kasus-kasus hukum dan lembaga yang

memiliki sifat khusus.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang menjadi sumber dalam penelitian ini, yaitu:

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang terdiri atas
peraturan perundang-undangan. Bahan ini berupa:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003

Tentang Advokat

c. Kode Etik Profesi Advokat

2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum ini terdiri atas buku-buku
yang ditulis oleh para ahli hukum yang memiliki pengaruh, jurnal
hukum, isu hukum, yurisprudensi, serta karya ilmiah yang berkaitan
dengan topik penelitian.'® Dalam penelitian ini, bahan hukum
sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal hukum, hasil karya
tulis ilmiah, serta makalah yang berkaitan dengan topik penelitian
ini.

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan

petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

¥ Johny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, (Surabaya:
Bayumedia, 2008), him. 295.
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sekunder.?® Bahan ini dapat berupa kamus bahasa, artikel, dan

internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi
kepustakaan dan wawancara.

1. Studi kepustakaan, ditujukan untuk memperoleh data sekunder untuk
mempelajarai peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat para
ahli, serta teori-teori terkait topik penelitian ini.

2. Wawancara, suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan
komunikasi secara langsung dengan narasumber yang bertuuan untuk
memperoleh informasi sebagai bahan hukum pendukung dalam
penelitian ini. Studi wawancara ini digunakan untuk mendukung

informasi terhadap penulisan karya ilmiah ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu mengumpulkan
dan menganalisis sedalam-dalamnya yang bersumber pada norma-norma

yang hidup dalam masyarakat.**

6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Pada penelitian ini, teknik penarikan kesimpulan dilakukan

secara deduktif yaitu cara berfikir pada hal-hal yang bersifat umum

2 |bid, hm. 295.
! Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum ~, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), him.105.
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kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau individual untuk

mengambil inti sari dari penelitian.*

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas 4 (empat) BAB, penulis menyusun penelitian ini

secara berurutan dan sistematika, dimana antara bab yang satu dengan bab

yang lain saling berkaitan.

BAB |

BAB II

: Pendahuluan
Bab pertama yang berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar
permasalahan dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,
ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.

: Tinjauan Pustaka
Bab kedua yang berisi menegnai pengertian dan konsep dari
tinjauan hukum yang didalamnya penulis menguraikan tinjauan
hukum terkait. Adapun tinjauan hukum yang dibahas meliputi
tinjauan umum tentang hak retensi, tinjauan umum tentang advokat,

dan tinjauan umum tentang kode etik profesi advokat.

BAB Il ;: Pembahasan

Bab ketiga berisi mengenai pembahasan hasil analisis atau jawaban
atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan

masalah.

BAB IV : Penutup

2 Soerjono Soekamto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: Ul Press, 2010), him.67.
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Bab keempat ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan
memuat penjelasan rinci dari keseluruhan bab yang telah ditulis dan
di analisis pada bab ketiga berdasarkan hasil pemikiran penulis
serta berisi saran bagi penulis lain yang ingin membahas

permasalahan terkait.
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